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ABSTRACT

This study aims to look at the implications for resilience in the border areas of Indonesia and Malaysia, reviewed
from the existence of migrant workers, with a case study in West Kalimantan Province. This study uses a qualitative
descriptive method based on the results of primary and secondary data analysis, data is obtained through searches of
government websites, news, and reputable journals. The data obtained is then analyzed and then described according
to the circumstances found factually which are then drawn conclusions from the data. The results of the study show that
the border relationship between West Kalimantan and Sarawak Malaysia has long been the focus of attention, both in
terms of economy and security. Cross-border trade and close social ties between the peoples of the two regions support
the local economy.

The data shows fluctuations in the number of illegal migrant workers from 2019 to 2023. In 2019, Indonesia
recorded the highest number with 5,824 illegal workers, while Malaysia recorded 1,428 illegal workers. This number
decreased drastically in 2020 due to various factors, including the COVID-19 pandemic. Despite efforts to overcome this
problem, it still faces various challenges, so strict law enforcement and international cooperation are urgently needed
to reduce the number of illegal workers. Differences in remittance/goods remittance activities between migrant and non-
migrant workers open up opportunities to improve inclusive financial services. Participation in investment remained
low in both groups, indicating the need for training programs and incentives to improve the financial literacy of migrant
workers. Governments and the private sector need to work together to provide access to financial services and better
rights protections for migrant workers. This collaborative effort is expected to create a sustainable positive impact on
migrant workers and the community as a whole. This study provides insight into the complexity of dealing with illegal
migrant workers on the border of West Kalimantan and potential solutions through a cooperative governance approach.

Keywords: cooperative governance, illegal migrant workers, border area resilience, west kalimantan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implikasi terhadap ketahanan di wilayah perbatasan Indonesia dan
Malaysia, ditinjau dari keberadaan buruh migran, dengan studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini
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menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan hasil analisis data primer dan sekunder, data didapatkan
melalui pencarian website pemerintah, berita, dan jurnal bereputasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan
kemudian di deskripsikan sesuai dengan keadaan yang ditemukan secara faktual yang kemudian ditarik kesimpulan
dari data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia
telah lama menjadi fokus perhatian, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Perdagangan lintas batas dan
hubungan sosial yang erat antara masyarakat di kedua wilayah mendukung perekonomian lokal. Data menunjukkan
fluktuasi jumlah buruh migran ilegal dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, Indonesia mencatat jumlah
tertinggi dengan 5.824 buruh ilegal, sedangkan Malaysia mencatat 1.428 buruh ilegal. Jumlah ini menurun drastis
pada tahun 2020 karena berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19. Meski ada upaya untuk mengatasi masalah
ini tetap mengalami berbagai tantangan, sehingga penegakan hukum yang ketat dan kerja sama internasional sangat
diperlukan untuk menekan angka buruh ilegal ini. Perbedaan dalam aktivitas pengiriman uang/barang antara buruh
migran dan non-migran membuka peluang untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif. Partisipasi dalam
investasi tetap rendah di kedua kelompok, menunjukkan perlunya program pelatihan dan insentif untuk meningkatkan
literasi keuangan buruh migran. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menyediakan akses ke
layanan keuangan dan perlindungan hak yang lebih baik bagi buruh migran. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat
menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi buruh migran dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian
ini memberikan wawasan tentang kompleksitas penanggulangan buruh migran ilegal di perbatasan Kalimantan
Barat dan potensi solusi melalui pendekatan governance kooperatif.

Kata kunci: governance kooperatif, buruh migran ilegal, ketahanan wilayah perbatasan, kalimantan barat

PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia
berbatasan langsung dengan negara bagian
Sarawak di Malaysia Timur (Rusli et al.,
2023). Pulau Kalimantan, yang merupakan
pulau terbesar ketiga di dunia, terbagi antara
tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Mayoritas wilayah pulau ini dikuasai oleh
Indonesia, sedangkan Malaysia memiliki
wilayah di bagian utara, dan Brunei menguasai
sebagian kecil di utara (Prabowo et al., 2022).
Pembagian wilayah Kalimantan ini terjadi
akibat pengaruh kolonialisme Eropa (Fatah et
al.,2023). Setelah memperoleh kemerdekaan
batas antara Indonesia dan Malaysia diatur
ulang melalui perjanjian bilateral (Bachellerie,
2020). Kalimantan Barat yang terletak di
bagian barat pulau Kalimantan, merupakan
salah satu provinsi dengan keanekaragaman
alam dan budaya yang kaya (Hamid et
al., 2019). Ibu kota provinsi Pontianak
dikenal dengan posisinya yang strategis di
garis khatulistiwa, memberikan keuntungan
geografis yang signifikan (Bangun, 2018). Di

samping kekayaan alamnya, Kalimantan Barat
juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang
beragam, menjadikannya salah satu daerah
yang penting di Indonesia (Wadley, 2006).
Hubungan perbatasan antara Kalimantan
Barat dengan Sarawak telah lama menjadi
fokus perhatian baik dari segi ekonomi maupun
keamanan (Nauval et al., 2022). Perdagangan
lintas batas menjadi salah satu pilar utama yang
mendukung perekonomian lokal (Huzaini
et al., 2022). Aktivitas perdagangan ini
melibatkan berbagai komoditas seperti karet,
kelapa sawit, dan barang-barang lainnya yang
sering dipertukarkan antara kedua wilayah
(Nugrahaningsih et al., 2020). Selain itu,
hubungan sosial antara masyarakat di kedua
belah pihak juga sangat erat didukung oleh
pertukaran budaya dan program kerja sama
pendidikan (Asurah & Wibawani, 2023).
Masalah buruh migran ilegal
membutuhkan berbagai langkah pencegahan
di perbatasan, edukasi kepada masyarakat,
penegakan hukum yang tegas terhadap
pemberi kerja ilegal, kerja sama internasional,
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serta peningkatan perlindungan bagi buruh
migran yang legal (Irwan Putra, 2023).
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan sektor swasta juga
memainkan peran penting dalam menciptakan
solusi yang berkelanjutan (Aeni & Astuti,
2019). Dengan menyebarluaskan informasi
ini, jumlah individu yang terlibat dalam
praktik ilegal dapat dikurangi dan kesadaran
akan dampak negatifnya dapat ditingkatkan
(Saputra & Ramlan, 2020).
Penanggulangan buruh migran ilegal
tidak hanya sebatas pengawasan di perbatasan,
tetapi juga melibatkan upaya edukasi yang
menyeluruh kepada masyarakat (Muklis
et al., 2022). Edukasi ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang risiko dan konsekuensi dari pekerja
ilegal (Sujatmiko et al., 2023). Langkah
ini harus didukung oleh penegakan hukum
yang ketat terhadap pemberi kerja yang
mempekerjakan buruh ilegal, sehingga dapat
memberikan efek jera dan menekan angka
pelanggaran (Maria ef al., 2021). Selain itu,
kerja sama internasional menjadi elemen
penting dalam upaya ini (Murti ef al., 2023).
Negara-negara yang sering menjadi tujuan
buruh migran harus bekerja sama dalam
mengatur dan mengawasi aliran pekerja
lintas negara (Eilenberg & Wadley, 2009).
Bentuk kerja sama ini dapat berupa perjanjian
bilateral, pertukaran informasi, serta program
perlindungan yang komprehensif bagi buruh
migran legal (Sepriandi & Hussein, 2019).
Perlindungan bagi buruh migran legal
harus ditingkatkan agar mereka merasa aman
dan mendapatkan hak-hak yang layak selama
bekerja di negara tujuan (Anriani et al., 2021).
Perlindungan ini mencakup jaminan hukum,
akses ke layanan kesehatan, serta kondisi kerja
yang manusiawi (Bangun, 2014). Kerja sama
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yang efektif antara pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan sektor swasta sangat
penting untuk menciptakan solusi jangka
panjang yang efektif (Sururi, 2018). Setiap
pihak memiliki peran dan tanggung jawab
yang berbeda namun saling melengkapi
(Rahim, 2023). Pemerintah dapat membuat
kebijakan yang mendukung, organisasi non-
pemerintah dapat melakukan advokasi dan
pendampingan, sementara sektor swasta dapat
memastikan bahwa praktik perekrutan dan
ketenagakerjaan yang mereka lakukan sesuai
dengan standar hukum dan etika (Mulyanto
etal.,2021).

Melalui penyebaran informasi yang luas
dan edukasi yang berkelanjutan, kesadaran
masyarakat tentang dampak negatif buruh
migran ilegal dapat ditingkatkan. Hal ini
diharapkan dapat mengurangi jumlah orang
yang terlibat dalam praktik tersebut, serta
mendorong lebih banyak orang untuk memilih
jalur yang legal dan aman (Eilenberg &
Wadley, 2018). Penegakan hukum terhadap
buruh migran ilegal perlu diperkuat, pihak
berwenang harus dengan tegas merespons
pelanggaran aturan dengan menerapkan
konsekuensi serius bagi pemberi kerja
yang secara ilegal mempekerjakan mereka
(Anggriani, 2017). Indonesia memiliki sejarah
dalam memberikan bantuan kepada buruh
migran yang menghadapi masalah, berperan
aktif dan mendukung Pemerintah pusat dan
daerah dalam melindungi serta menjamin hak
dan kewajiban mereka (Widodo et al., 2020).

Upaya peningkatan penegakan
hukum terhadap buruh migran ilegal sangat
diperlukan. Otoritas terkait harus bertindak
tegas dalam menanggapi pelanggaran aturan,
dengan memberikan sanksi berat kepada para
pemberi kerja yang mempekerjakan buruh
migran secara ilegal (Anggriani, 2017). Di
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sisi lain, Indonesia telah lama dikenal sebagai
negara yang aktif membantu buruh migran
yang menghadapi kesulitan. Pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun daerah, terus
berkomitmen untuk melindungi dan menjamin
hak serta kewajiban buruh migran (Widodo et
al., 2020).

Tindakan tegas dari pihak berwenang
sangat penting untuk meningkatkan penegakan
hukum terhadap buruh migran ilegal.
Pelanggaran aturan harus ditanggapi dengan
serius, dan konsekuensi berat harus diberikan
kepada pemberi kerja yang mempekerjakan
buruh migran tanpa izin (Anggriani, 2017).
Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki sejarah
panjang dalam memberikan bantuan kepada
buruh migran yang menghadapi berbagai
masalah. Peran aktif dan dukungan dari
Pemerintah pusat dan daerah sangat penting
dalam melindungi serta menjamin hak dan
kewajiban mereka (Widodo et al., 2020).

Peningkatan penegakan hukum terhadap
buruh migran ilegal harus dilakukan dengan
serius. Pihak berwenang harus menanggapi
pelanggaran aturan dengan tegas, serta
memberikan konsekuensi berat bagi pemberi
kerja yang mempekerjakan buruh migran
secara ilegal (Anggriani, 2017). Indonesia
telah lama dikenal sebagai negara yang
membantu buruh migran yang mengalami
kesulitan, dengan peran aktif Pemerintah pusat
dan daerah dalam melindungi serta menjamin
hak dan kewajiban mereka (Widodo et al.,
2020).

Pemerintah dapat memperluas kerjasama
internasional dengan negara-negara asal
dan tujuan migran untuk mengatasi akar
permasalahan dan meningkatkan perlindungan
bagi pekerja migran (Oelgemoéller & Allinson,
2020). Membentuk perjanjian bilateral atau
regional dianggap sebagai langkah strategis

yang efektif untuk mencapai tujuan ini,
sehingga menciptakan landasan kerjasama
yang lebih kuat antar negara dalam menangani
isu pekerja migran (Kondoh, 2020). Penting
untuk meningkatkan perlindungan bagi
pekerja migran legal melalui jalur migrasi
yang aman serta pengakuan atas hak-hak
mereka, dengan tujuan mengurangi insentif
bagi para pekerja untuk menjadi migran ilegal
(Mckee et al., 2021).

Untuk menangani masalah buruh migran
ilegal di Kalimantan Barat, kolaborasi antara
Indonesia dan Malaysia sangat penting
(Daniah & Apriani, 2018). Daerah perbatasan
ini memerlukan kerja sama erat dalam tata
kelola kooperatif yang melibatkan pemerintah,
lembaga swasta, dan masyarakat (Wicaksana
& Rachman, 2018). Pendekatan menyeluruh
dengan perpaduan sumber daya dan keahlian
berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi
akar masalah serta menjamin kesejahteraan
dan keadilan bagi buruh migran (Rung,
2020), (Siba, 2021). Langkah konkret ini
dapat dievaluasi untuk merumuskan model
tata kelola kooperatif sebagai panduan bagi
daerah lain yang menghadapi tantangan serupa
masyarakat (Anguita Olmedo & Gonzalez
Gomez Del Mifio, 2019). Upaya ini juga harus
mencakup peningkatan kesadaran masyarakat
tentang isu buruh migran ilegal serta hak-hak
mereka (Miner, 2023), (Osterloh & Frey,
2021). Edukasi dan sosialisasi yang tepat
dapat mencegah eksploitasi dan pelanggaran
hak asasi manusia (Fatah et al., 2023). Dan
sistem pengawasan yang efektif diperlukan
untuk memantau pergerakan buruh migran dan
memastikan perlindungan memadai selama
di negara tujuan (Candarmaweni & Yayuk
Sri Rahayu, 2020). Perjanjian bilateral yang
mengatur perlindungan buruh migran perlu
diperkuat untuk efektivitas penanggulangan
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dan perlindungan yang lebih baik(Puspawati
etal.,2023).

Partisipasi aktif dart NGO dan komunitas
lokal sangat penting untuk memastikan
keberhasilan program penanganan buruh
migran ilegal di Kalimantan Barat (Bintari &
Soleh, 2022). NGO dapat menjadi penghubung
antara buruh migran dan pemerintah,
memberikan dukungan hukum, serta
membantu dalam advokasi dan penyelesaian
konflik (Wandji, 2019), (Latif & Febrian,
2022). Komunitas lokal juga perlu dilibatkan
dalam menciptakan lingkungan yang inklusif
dan mendukung buruh migran. Selain itu,
pengembangan program pemberdayaan
ekonomi di daerah asal buruh migran
diperlukan untuk mengurangi jumlah buruh
migran ilegal (Yani ef al., 2021). Pelatihan
keterampilan dan dukungan usaha mikro dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah asal. Secara keseluruhan, penanganan
buruh migran ilegal memerlukan pendekatan
komprehensif dan kolaboratif melalui
kerja sama lintas batas, penguatan regulasi,
edukasi masyarakat, serta pemberdayaan
ekonomi (Yuhertiana et al., 2022), (Igbal &
Gusman, 2017). Pengelolaan perbatasan yang
efektif harus mencakup upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui program
ekonomi dan sosial serta edukasi mengenai
hak-hak buruh migran dan risiko migrasi ilegal
(Vrizka et al., 2019).

Banyak peneliti mengenai hal yang
sama namun, masih banyak berfokus pada
kebijakan pemerintah (Jayaram & Varma,
2020), keterkibatan masyarakat (Andi, 2017)
serta penanggulangan pada fenomena buruh
migran (Fatah et al., 2023); sehingga masih
terdapat kesenjangan penelitian pada tema
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengisi kesenjangan penelitian tersebut
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dengan berfokus pada peran kooperatif
pemerintah serta melihat dan sudut pandang
implikasi dari pertahanan keamanan dari
kedua batas negara terhadap fenomena buruh
migran di perbatasan Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

Angka kemiskinan di wilayah perbatasan
antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan
tantangan yang signifikan. Data dari Badan
Pusat Statistik Kalimantan Barat pada
periode 2021-2023 mengungkapkan kondisi
kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Tingginya angka kemiskinan mencerminkan
kebutuhan akan kebijakan yang lebih efektif
dan kolaboratif antara kedua negara. Adapun
data-data mengenai angka kemiskinan sebagai
berikut:

Grafik tersebut menggambarkan jumlah
angka kemiskinan pada keempat kabupaten
di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Sambas,
Bengkayang, Sanggau, dan Kapuas Hulu,
selama tiga tahun terakhir: 2021, 2022,
dan 2023. Data ini memberikan pandangan
komprehensif tentang perubahan angka
kemiskinan di masing-masing kabupaten dan
memungkinkan analisis tren kemiskinan dari
waktu ke waktu.

Dimulai dari Kabupaten Sambas, angka
kemiskinan pada tahun 2021 tercatat sebesar
41,49%. Pada tahun 2022, angka ini menurun
menjadi 37,65%, dan terus menurun hingga
38,71% pada tahun 2023. Meskipun terjadi
penurunan yang signifikan antara tahun 2021
dan 2022, terdapat sedikit peningkatan pada
tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Di Kabupaten Bengkayang, angka kemiskinan
relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun
2021, angka kemiskinan tercatat sebesar
16,92%. Angka ini sedikit menurun menjadi
15,97% pada tahun 2022 dan kemudian sedikit



Irva Anggita, Suswanta -- Governance Kooperatif dalam Penanganan Buruh Migran Ilegal dan Implikasinya
terhadap Ketahanan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat

Gambar 1
Angka Kemiskinan pada Wilayah Kabupaten Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Jumlah Angka Kemiskinan

Kapuas Hulu
Sanggau
Bengkayang
Sambas
0 5 10 15
Sambas Bengkayang

2023 38,71 16,87

m2022 37,65 15,97

2021 41,49 16,92

20 25 30 35 40 45

Sanggau Kapuas Hulu
23,34 22,59
21,74 23,43
21,7 24,03

2023 w2022 m2021

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2021-2023)

meningkat lagi menjadi 16,87% pada tahun
2023. Perubahan yang terjadi di Bengkayang
relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten
lainnya, menunjukkan stabilitas dalam angka
kemiskinan.

Kabupaten Sanggau menunjukkan tren
yang bervariasi. Pada tahun 2021, angka
kemiskinan di Sanggau adalah 21,7%. Angka
ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun
2022 menjadi 21,74%. Namun, pada tahun
2023, angka kemiskinan meningkat cukup
signifikan menjadi 23,34%. Peningkatan ini
menandakan adanya tantangan ekonomi yang
dihadapi oleh kabupaten tersebut dalam upaya
mengurangi kemiskinan. Kabupaten Kapuas
Hulu memiliki tren yang lebih fluktuatif. Pada
tahun 2021, angka kemiskinan di Kapuas Hulu
tercatat sebesar 24,03%. Angka ini menurun
pada tahun 2022 menjadi 23,43%, tetapi
kemudian meningkat kembali pada tahun 2023
menjadi 22,59%. Fluktuasi ini menunjukkan
bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi
kemiskinan, terdapat faktor-faktor lain yang
mempengaruhi dan menyebabkan naik turunnya
angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data ini
menunjukkan bahwa setiap kabupaten
menghadapi tantangan yang unik dalam
mengatasi kemiskinan. Penurunan angka
kemiskinan di Kabupaten Sambas dan stabilitas
di Kabupaten Bengkayang dapat diartikan
sebagai hasil dari kebijakan pemerintah dan
program-program pemberdayaan yang efektif.
Namun, peningkatan angka kemiskinan di
Kabupaten Sanggau dan fluktuasi di Kapuas
Hulu menunjukkan perlunya evaluasi lebih
lanjut terhadap strategi yang diterapkan dan
penyesuaian untuk menghadapi kondisi lokal
yang spesifik. Pentingnya pengumpulan
dan analisis data kemiskinan secara rutin
tidak bisa diabaikan. Data ini memberikan
dasar yang kuat bagi pemerintah daerah
dan pembuat kebijakan untuk merancang
intervensi yang lebih tepat sasaran dan
efektif. Misalnya, daerah dengan peningkatan
angka kemiskinan seperti Sanggau mungkin
memerlukan program-program yang lebih
agresif atau intervensi khusus untuk mengatasi
faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan
kemiskinan. Selain itu, menurut (Soesatyo,

209



Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 30, No. 2, Agustus 2024: 204-221

2024) ada terdapat faktor-faktor eksternal
seperti perubahan iklim, bencana alam,
dan dinamika ekonomi global juga dapat
mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah-
daerah ini. Oleh karena itu, pendekatan yang
komprehensif dan adaptif sangat diperlukan
untuk memastikan bahwa upaya pengentasan
kemiskinan dapat berkelanjutan dan efektif
dalam jangka panjang.

Sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh (Prastyanti & Nunn, 2024),
menurutnya kerja sama antara pemerintah
pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari
masyarakat dan sektor swasta, juga sangat
penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Program-program pemberdayaan ekonomi,
peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,
serta pengembangan infrastruktur dapat
memainkan peran kunci dalam mengurangi
angka kemiskinan di daerah-daerah ini.

Berdasarkan data pada grafik berikut
menunjukkan jumlah buruh ilegal di perbatasan
Indonesia dan Malaysia selama periode 2019
hingga 2023.

Berdasarkan data tersebut, terlihat
adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari
tahun ke tahun baik di Indonesia maupun di
Malaysia. Pada tahun 2019, jumlah buruh

ilegal di perbatasan Indonesia mencapai
angka tertinggi dengan total 5.824 orang.
Sementara itu, Malaysia mencatat jumlah
buruh ilegal sebanyak 1.428 orang. Jumlah
ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut,
masalah buruh ilegal sangat dominan di kedua
negara, terutama di Indonesia.

Memasuki tahun 2020, jumlah buruh
ilegal di Indonesia mengalami penurunan
drastis menjadi 1.812 orang, sementara
di Malaysia juga terjadi penurunan yang
signifikan menjadi 360 orang. Penurunan
ini kemungkinan besar disebabkan oleh
berbagai faktor, termasuk peningkatan
pengawasan di perbatasan dan kebijakan
ketat yang diberlakukan oleh kedua negara
untuk menekan angka buruh ilegal. Selain
itu, dampak dari pandemi COVID-19 yang
melanda dunia pada tahun tersebut juga
bisa menjadi salah satu penyebab utama
penurunan ini, karena pembatasan perjalanan
dan penutupan perbatasan yang ketat.

Pada tahun 2021, terjadi sedikit
penurunan jumlah buruh ilegal di Indonesia
menjadi 1.702 orang, sementara di Malaysia
jumlahnya meningkat sedikit menjadi 403
orang. Peningkatan di Malaysia ini mungkin
menunjukkan adanya celah dalam pengawasan

Gambar 2
Jumlah Buruh Ilegal di Perbatasan Indonesia dan Malaysia Tahun 2019-2023
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(Sumber: Hasil Analisis, 2024)
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atau peningkatan aktivitas migrasi ilegal yang
berhasil masuk ke wilayah Malaysia. Namun,
jumlah buruh ilegal di kedua negara tetap lebih
rendah dibandingkan tahun 2019.

Tren peningkatan kembali terjadi pada
tahun 2022 di Indonesia dengan jumlah buruh
ilegal mencapai 1.312 orang, sementara di
Malaysia juga terjadi peningkatan menjadi 669
orang. Peningkatan ini mungkin disebabkan
oleh pelonggaran pembatasan COVID-19
dan kebijakan perjalanan yang lebih longgar,
memungkinkan lebih banyak orang mencoba
masuk ke kedua negara secara ilegal. Ini
juga menunjukkan bahwa meskipun ada
upaya untuk mengatasi masalah buruh
ilegal, tantangan masih tetap ada dan perlu
penanganan lebih lanjut.

Pada tahun 2023, jumlah buruh ilegal di
Indonesia meningkat kembali menjadi 1.865
orang, menunjukkan adanya tren peningkatan
yang cukup signifikan dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah buruh
ilegal di Malaysia juga meningkat menjadi 798
orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa

masalah buruh ilegal masih menjadi tantangan
besar bagi kedua negara dan membutuhkan
kerja sama yang lebih erat untuk mengatasinya.

Secara keseluruhan, data dari 2019
hingga 2023 menunjukkan bahwa masalah
buruh ilegal di perbatasan Indonesia dan
Malaysia masih menjadi isu yang signifikan.
Meski terjadi fluktuasi jumlah dari tahun ke
tahun, jumlah buruh ilegal masih cukup tinggi
dan memerlukan perhatian serius dari kedua
pemerintah. Menurut (Purnawijaya Rhynaldi,
2023) perlunya melakukan pengawasan yang
lebih ketat di perbatasan, penegakan hukum
yang lebih tegas, serta kerja sama internasional
yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia
sangat diperlukan untuk menekan angka buruh
ilegal ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat
mengenai risiko dan konsekuensi dari migrasi
ilegal juga penting untuk mengurangi jumlah
buruh ilegal di masa mendatang (Rahman
Fathin & Achadi Abdul, 2024).

Dalam upaya memperkuat ketahanan
wilayah perbatasan, kedua negara perlu
mengembangkan strategi yang lebih

Gambar 3
Persentase Penduduk Migran
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komprehensif dan efektif. Pendekatan
yang melibatkan berbagai pihak, termasuk
pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat,
sangat penting untuk menciptakan solusi yang
berkelanjutan (Irawan & Dwi, 2024).

Pada data grafik tersebut menunjukkan
persentase buruh migran seumur hidup dan
migran risen dari tahun 2019 hingga 2023.
Buruh migran seumur hidup merujuk pada
mereka yang sepanjang hidupnya pernah
bermigrasi ke tempat lain, sementara migran
risen merujuk pada mereka yang baru saja
pindah ke lokasi baru dalam periode waktu
tertentu. Pada tahun 2019, persentase buruh
migran seumur hidup tercatat sebesar 11,2%,
sedangkan migran risen mencapai 2,3%. Ini
menunjukkan bahwa pada tahun tersebut,
sebagian besar buruh migran di wilayah
tersebut adalah mereka yang telah lama
bermigrasi dan menetap di tempat baru.

Tahun 2020 menunjukkan sedikit
penurunan pada persentase buruh migran
seumur hidup menjadi 11,1%, dengan
migran risen juga mengalami penurunan
menjadi 2,2%. Meskipun penurunan ini relatif
kecil, hal ini menunjukkan adanya sedikit
perubahan dalam dinamika migrasi pada tahun
tersebut. Pada tahun 2021, persentase buruh
migran seumur hidup kembali meningkat
menjadi 11,2%, sementara persentase migran
risen turun menjadi 2%. Hal ini mungkin
mengindikasikan bahwa lebih banyak orang
yang memutuskan untuk menetap lebih lama
di tempat baru mereka daripada melakukan
migrasi dalam jangka pendek.

Pada tahun 2022, persentase buruh
migran seumur hidup kembali turun menjadi
11,1%, dengan migran risen mengalami
sedikit peningkatan menjadi 2,1%. Perubahan
kecil ini mungkin menunjukkan adanya
beberapa pergerakan migrasi baru, namun
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secara keseluruhan, tren migrasi tetap stabil.
Pada tahun 2023, persentase buruh migran
seumur hidup mengalami sedikit penurunan
lagi menjadi 11%, sementara persentase
migran risen turun menjadi 1,9%. Penurunan
ini mungkin disebabkan oleh berbagai
faktor, termasuk kebijakan pemerintah,
kondisi ekonomi, atau faktor lainnya yang
mempengaruhi keputusan migrasi.

Secara keseluruhan, data dari tahun 2019
hingga 2023 menunjukkan bahwa persentase
buruh migran seumur hidup relatif stabil
dengan fluktuasi kecil, sementara persentase
migran risen menunjukkan sedikit penurunan
selama periode tersebut. Hal ini mungkin
mencerminkan stabilitas dalam pola migrasi
di wilayah tersebut, dengan mayoritas buruh
migran memilih untuk menetap di tempat
baru mereka dalam jangka panjang daripada
terus berpindah-pindah. Data ini penting
untuk dipertimbangkan dalam merumuskan
kebijakan dan program yang mendukung
buruh migran, termasuk memastikan akses
mereka terhadap layanan dasar, perlindungan
hak-hak mereka, dan menyediakan peluang
ekonomi yang berkelanjutan.

Data berikut menunjukkan persentase
pekerjaan buruh migran dan mengungkapkan
sejumlah temuan yang menarik. Secara
keseluruhan, mayoritas buruh migran dan
non-migran terlibat dalam pekerjaan sebagai
Asisten Rumah Tangga (ART). Persentase
buruh migran yang bekerja sebagai ART
mencapai 89,70%, sementara untuk non-
migran, persentasenya sedikit lebih tinggi
yaitu 91,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa
pekerjaan sebagai ART sangat umum di antara
kedua kelompok tersebut, menunjukkan
adanya permintaan yang konsisten untuk
jenis pekerjaan ini di kalangan buruh migran
maupun non-migran.
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Gambar 4
Persentase Pekerjaan Buruh Migran
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Selain pekerjaan sebagai ART, terdapat
kategori pengiriman uang atau barang yang
juga menarik untuk diperhatikan. Sebanyak
8,70% buruh migran terlibat dalam kegiatan
pengiriman uang atau barang ke tempat asal
mereka, sedangkan persentase non-migran
yang terlibat dalam kegiatan ini adalah
6,40%. Meskipun perbedaannya tidak terlalu
signifikan, data ini menunjukkan bahwa
buruh migran memiliki kecenderungan
yang lebih tinggi untuk mengirim uang
atau barang ke kampung halaman mereka
dibandingkan dengan non-migran. Hal ini
mungkin mencerminkan kebutuhan buruh
migran untuk mendukung keluarga mereka di
tempat asal, serta komitmen mereka terhadap
komunitas asal mereka.

Dalam hal investasi, baik buruh migran
maupun non-migran menunjukkan partisipasi
yang relatif rendah. Hanya sekitar 0,40% buruh
migran yang terlibat dalam kegiatan investasi,
sementara untuk non-migran, angkanya
sedikit lebih rendah yaitu 0,30%. Data ini
menunjukkan bahwa investasi bukanlah

aktivitas utama bagi kedua kelompok tersebut.
Rendahnya partisipasi dalam investasi bisa
disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk
kurangnya pengetahuan tentang peluang
investasi, keterbatasan akses ke layanan
keuangan, atau prioritas kebutuhan sehari-hari
yang lebih mendesak.

Pada penelitiannya (Izzati, 2019)
menyebutkan bahwa perbedaan dalam aktivitas
pengiriman uang atau barang antara buruh
migran dan non-migran membuka peluang
untuk meningkatkan layanan keuangan yang
inklusif. Peningkatan akses buruh migran
terhadap sistem perbankan dan layanan
pengiriman uang internasional bisa sangat
bermanfaat. Pemerintah dan sektor swasta
dapat bekerja sama untuk mengembangkan
solusi keuangan yang lebih inklusif dan
terjangkau. Misalnya, pengembangan
teknologi keuangan (fintech) dapat membantu
mempermudah proses pengiriman uang
dan mengurangi biaya transaksi. Selain itu,
edukasi keuangan yang menyeluruh dan
mudah diakses dapat membantu buruh migran
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dalam mengelola pendapatan mereka dengan
lebih efektif dan aman.

Dalam konteks investasi yang relatif
rendah, pemerintah bisa mempertimbangkan
berbagai insentif dan program pelatihan untuk
meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan
buruh migran (Abderrahman et al., 2023).
Program-program ini bisa mencakup pelatihan
tentang manajemen keuangan, pengenalan
tentang berbagai jenis investasi yang aman
dan menguntungkan, serta dukungan untuk
memulai usaha kecil atau investasi di bidang
yang relevan. Dengan pengetahuan yang
lebih baik tentang manajemen keuangan
dan peluang investasi, buruh migran dapat
mengelola pendapatan mereka secara lebih
produktif dan berkelanjutan, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan
mereka dan keluarga mereka.

Penggabungan prinsip-prinsip
governance kooperatif dalam strategi ini
bisa menjadi kunci sukses. Kerja sama antara
pemerintah, sektor swasta, dan organisasi
non-pemerintah (NGO) dapat menciptakan

lingkungan yang mendukung bagi buruh
migran (Asmorowati et al., 2019). Misalnya,
pemerintah bisa menyediakan kerangka
kebijakan yang mendukung, sektor swasta bisa
menawarkan produk dan layanan keuangan
yang sesuai dengan kebutuhan buruh migran,
sementara NGO dapat berperan dalam
memberikan edukasi dan pendampingan.
Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan
kesejahteraan buruh migran, tetapi juga
memperkuat hubungan antara migrasi dan
pembangunan ekonomi.

Dengan mengimplementasikan strategi-
strategi tersebut, diharapkan buruh migran
dapat memiliki akses yang lebih baik ke
layanan keuangan dan peluang investasi.
Hal ini akan membantu mereka dalam
mengelola pendapatan mereka dengan lebih
baik, mendukung keluarga mereka di tempat
asal, dan berkontribusi lebih besar terhadap
pembangunan ekonomi di negara asal dan
negara tempat mereka bekerja (Odriozola
et al., 2023; Pérez & Aranda, 2022). Upaya
kolaboratif ini dapat menciptakan dampak

Gambar 5
Usia Anak Pekerja Migran Saat ditinggalkan Orang Tua
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positif yang berkelanjutan bagi buruh migran
dan masyarakat secara keseluruhan.

Data pada grafik tersebut memberikan
gambaran mengenai umur anak-anak
migran saat ditinggalkan oleh orang tua
mereka, mengungkapkan berbagai kelompok
umur yang terpengaruh oleh migrasi. Data
menunjukkan bahwa 25% dari anak-anak
ini ditinggalkan pada usia 1 hingga 3 tahun,
yang merupakan persentase tertinggi. Ini
mengindikasikan bahwa banyak orang tua
memilih untuk bermigrasi ketika anak-
anak mereka masih sangat muda, mungkin
karena dorongan ekonomi yang mendesak.
Kelompok umur berikutnya dengan persentase
signifikan adalah anak-anak berumur antara
4 hingga 6 tahun, mencakup 22% dari total.
Pada usia ini, anak-anak berada dalam fase
perkembangan kritis, dan keputusan orang
tua untuk bermigrasi bisa disebabkan oleh
kebutuhan untuk memberikan dukungan
finansial yang lebih stabil.

Anak-anak yang berumur lebih dari 10
tahun mencakup 21% dari total, menunjukkan
bahwa sebagian besar anak-anak yang
ditinggalkan berada dalam usia yang lebih
mandiri dan mungkin memiliki pemahaman
yang lebih baik tentang alasan di balik migrasi
orang tua mereka. Kelompok umur antara
7 hingga 9 tahun memiliki persentase 20%,
dengan anak-anak dalam kelompok ini berada
dalam tahap perkembangan di mana mereka
mulai bersekolah dan mengalami berbagai
perubahan penting. Ketiadaan orang tua pada
usia ini dapat berdampak signifikan terhadap
perkembangan akademis dan sosial mereka.

Anak-anak berumur kurang dari 1
tahun mencakup 12% dari total, meskipun
merupakan persentase terendah, tetap penting
untuk diperhatikan. Meninggalkan anak
pada usia yang sangat dini dapat memiliki

konsekuensi jangka panjang yang serius
bagi perkembangan mereka. Anak-anak
dalam kelompok ini sangat tergantung pada
pengasuhan dan perhatian yang konstan,
dan ketiadaan orang tua dapat menyebabkan
tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
mereka.

Dari data ini, kita dapat memahami bahwa
orang tua yang bermigrasi meninggalkan
anak-anak mereka pada berbagai usia, masing-
masing dengan tantangan dan kebutuhan
yang unik. Ada beberapa implikasi penting
yang dapat diambil dari data ini dalam
konteks kesejahteraan anak-anak migran.
Dukungan pengasuhan bagi anak-anak migran
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa
kebutuhan dasar mereka terpenuhi, baik dari
segi fisik, emosional, maupun psikologis.
Program-program yang menyediakan
dukungan pengasuhan, seperti layanan
penitipan anak, bimbingan konseling, dan
kegiatan ekstrakurikuler, dapat membantu
anak-anak ini mengatasi ketiadaan orang tua
mereka.

Seperti yang disebutkan oleh (Goémez-
Quintero et al., 2021) perlu pentingnya
untuk memberikan edukasi bagi keluarga
dan komunitas tentang dampak migrasi
terhadap anak-anak. Orang tua yang
bermigrasi sering kali menghadapi dilema
antara mencari penghidupan yang lebih
baik dan meninggalkan anak-anak mereka
di rumah. Dengan memahami dampak-
dampak potensial ini, masyarakat dapat lebih
mendukung dan mengembangkan mekanisme
yang efektif untuk mendukung anak-anak
yang ditinggalkan. Hal ini juga mencakup
peningkatan akses ke layanan kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan yang dirancang
khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak
migran.
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Selain itu, kebijakan pemerintah yang
mendukung kesejahteraan anak-anak migran
harus diprioritaskan. Pemerintah dapat
mengembangkan program-program yang
menawarkan bantuan finansial, edukasi,
dan dukungan sosial bagi keluarga migran.
Program-program ini tidak hanya membantu
anak-anak yang ditinggalkan tetapi juga dapat
mengurangi tekanan pada orang tua yang
bermigrasi, sehingga mereka dapat lebih
fokus pada bekerja dan mendukung keluarga
mereka tanpa khawatir tentang kesejahteraan
anak-anak mereka yang ditinggalkan (Seara
& Cabral, 2020).

Dalam jangka panjang, upaya
kolaboratif antara pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan masyarakat sangat
penting untuk menciptakan lingkungan
yang mendukung bagi anak-anak migran.
Dengan memberikan perhatian yang tepat
dan dukungan yang memadai, anak-anak
migran dapat tumbuh dan berkembang dengan
baik, meskipun menghadapi tantangan yang
signifikan akibat ketiadaan orang tua mereka.
Melalui pendekatan yang komprehensif dan
inklusif, kesejahteraan anak-anak migran
dapat ditingkatkan, menciptakan generasi
yang lebih kuat dan resilien di masa depan.

SIMPULAN

Pada konteks governance kooperatif,
kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-
pemerintah, dan sektor swasta menjadi krusial
untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Data menunjukkan fluktuasi jumlah buruh
migran ilegal selama beberapa tahun terakhir,
yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor
seperti kebijakan migrasi, kondisi ekonomi,
dan dampak pandemi COVID-19. Meskipun
penurunan jumlah buruh migran ilegal bisa
dianggap sebagai langkah positif, tetapi perlu

216

dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami
dampak kebijakan tertentu terhadap fenomena
ini. Selain itu, persentase pekerjaan buruh
migran menunjukkan bahwa mayoritas terlibat
dalam pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga
(ART). Adanya perbedaan dalam aktivitas
pengiriman uang/barang antara buruh migran
dan non-migran memberikan peluang untuk
meningkatkan layanan keuangan inklusif dengan
prinsip governance kooperatif. Dalam konteks
keberlanjutan, perlindungan hak buruh migran
ilegal perlu ditingkatkan melalui penegakan
hukum yang tegas terhadap pemberi kerja ilegal.

Peran pemerintah yang dilakukan
meliputi kerja sama internasional dan perjanjian
bilateral dianggap sebagai langkah efektif untuk
menangani akar masalah dan meningkatkan
perlindungan bagi buruh migran. Pentingnya
kerja sama lintas batas Indonesia-Malaysia
dalam kerangka governance kooperatif
menjadi fokus utama. Evaluasi keberhasilan
dan kendala di lapangan dapat membentuk
model governance kooperatif yang dapat
diadopsi oleh daerah lain yang menghadapi
tantangan serupa. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan wawasan tentang
kompleksitas penanggulangan buruh migran
ilegal di wilayah perbatasan Kalimantan
Barat dan potensi solusi melalui pendekatan
governance kooperatif.
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